
SALINAN

BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURANBUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN2023

TENTANG

PEDOMAN AUDIT KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pengelolaan
keuangan daerah dan pelaksanaan tugas serta fungsi
perangkat daerah, perlu dilakukan audit kinerja;

b. bahwaagar pelaksanaan audit kinerja berjalan dengan
efektif dan efisien, perlu disusun pedoman audit
kinerja;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaan audit kinerja, perlu diatur dalam
Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit
Kinerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah(Berita Negara
RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahsebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor
Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor PER-
01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern
Pemerintah Indonesia;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AUDIT KINERJA.

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Audit Kinerja.
(2) Lampiran Pedoman Audit Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri

dari :
a. pedoman audit kinerja tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. format pemahaman organisasi auditan tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
c. format pengidentifikasian masalah tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
d. format pemahaman sistem pengendalian internal tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

e. Format kertas kerja penetapan tujuan dan lingkup audit tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

f. program kerja audit tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

g. pengujian terhadap data audit tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 2

Sistematika Pedoman Audit Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM AUDIT KINERJA
BAB III : PERENCANAAN AUDIT KINERJA
BAB IV : PELAKSANAAN AUDIT KINERJA
BAB V : KOMUNIKASI HASIL AUDIT
BAB VI : PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-3-2023

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-3-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 NOMOR 12

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SYAHBUDIN USMOYO, SH
Pembina Tk. I

NIP. 19740223 199803 1 006

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN AUDIT KINERJA

PEDOMAN AUDIT KINERJA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, Inspektorat dituntut
meningkatkan kapabilitasnya dalam rangkameningkatkan kinerja
pemerintah melalui hasilpengawasan. Pada auditketaatan, aparat
pengawasan intern pemerintah akan mampu menilai kepatuhan suatu
program/kegiatan terhadapperaturan terkait, sedangkan dengan audit
kinerja aparat pengawasan intern pemerintah akan mampu menilai
apakahsuatu fungsi/program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien,
efektif dan hematyang pada akhirnya mampu memberi kontribusi bagi
peningkatan aspek kinerjameliputi aspek efektif, efisien, ekonomis (3E) di
organisasi.

B. Tujuan dan Sasaran
Pedoman ini bertujuan untuk menjadi acuan aparat pengawasan intern
pemerintah di Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan auditkinerja
agar memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologidalam
rangka audit yang efisien dan efektif.
Sasaran yang ingin dicapai adalah aparat pengawasan intern pemerintah
di Kabupaten Banjarnegara akan mampu memberi nilai tambah terhadap
efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan program/kegiatan dengan cara
yang lebih sistematik.

C. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern
Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021
tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;

D. Ruang Lingkup
Pedoman ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan audit kinerja mulai
dari tahap perencanaan sampai dengan tahap komunikasi hasil audit.
Pedoman ini bersifat umum dan agar aparat pengawasan intern
pemerintah menyesuaikan dengan proses bisnis dari program/kegiatan
yang diaudit serta memperhatikan referensi/petunjuk lainnya.

E. Sistematika Penyajian
Penyusunan Pedoman Audit Kinerja terdiri dari 6 BAB, yaitu:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM AUDIT KINERJA
BAB III : PERENCANAAN AUDIT KINERJA
BAB IV : PELAKSANAAN AUDIT KINERJA
BAB V : KOMUNIKASI HASIL AUDIT
BAB VI : PENUTUP



BAB II
GAMBARAN UMUM AUDIT KINERJA

A. Pengertian dan Tujuan Audit Kinerja
Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Audit Kinerja
adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas
dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis,
efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
Tujuan dari audit kinerja adalah menilai kinerja suatu organisasi,
program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis,
efisiensi, dan efektivitas (3E). Audit fokus pada area yang mampu
memberi nilai tambah dan memiliki potensi untuk perbaikan
berkelanjutan.
Pada prinsipnya audit kinerja terkait dengan hubungan antara input,
output, proses, dan outcome.
1. Input adalah sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia

(SDM), peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan
output.

2. Output adalah barang-barang yang diproduksi, jasa yang
diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas input.

3. Proses adalah kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input
untuk menghasilkan output.

4. Sedangkan outcome adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai
melalui output.

Gambar di bawah menjelaskan hubungan antara input, proses, output,
dan outcome.

Gambar 2.1.Hubungan input, proses, output dan outcome
5. Ekonomis berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan

digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan
kuantitas yang tepat. Ekonomis berarti meminimalkan biaya perolehan
input yang akan digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga
kualitas dan standar yang diterapkan.
Audit atas aspek ekonomis meliputi faktor-faktor, apakah:
a. Barang atau jasa untuk kepentingan program, aktivitas, fungsi, dan

kegiatan telah diperoleh dengan harga lebih murah dibandingkan
dengan barang atau jasa yang sama; dan

b. Barang atau jasa telah diperoleh dengan kualitas yang lebih bagus
dibandingkan dengan jenis barang/jasa serupa dengan harga yang
sama.

6. Efisiensi merupakan hubungan optimal antara input dan output. Suatu
entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal
dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output
tertentu dengan memanfaatkan input minimal.



Audit atas aspek efisiensi meliputi:
a. Apakah input yang tersedia untuk menghasilkan barang/jasa telah

dipakai secara optimal;
b. Apakah output yang sama dapat diperoleh dengan lebih sedikit

input;
c. Apakah output yang terbaik dalam ukuran kuantitas dan kualitas

dapat diperoleh dari input yang digunakan.
7. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan

hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai
(outcomes). Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi
tujuan yang ditetapkan.
Audit atas aspek efektivitas meliputi:
a. Apakah output yang dihasilkan telah dimanfaatkan sebagaimana

diharapkan;
b. Apakah output yang dihasilkan konsisten dengan tujuan yang

ditetapkan;
c. Apakah outcome yang dinyatakan berasal dari output yang

dihasilkan dan bukan dari pengaruh lingkungan luar.
Dalam melaksanakan audit kinerja, aparat pengawasan intern pemerintah
harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan risiko audit.
Penugasan audit kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan khususnya
berkenaan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dikerjakan
secara bertahap, misal audit kinerja terhadap aspek ekonomis dilakukan
pada saat proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau paling
lambat sebelum penetapan pemenang. Semakin luas aspek kinerja yang
diperiksa, maka risiko audit juga akan meningkat.

B. Standar Audit Intern
Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah
Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah
Indonesia.

C. Persyaratan Dasar Auditor
Dalam melaksanakan tugasnya, auditor wajib mengikuti standar audit
yang telah diterapkan. Dalam pelaksanaan suatu audit kinerja, aparat
pengawasan intern pemerintah dapat menggunakan tenaga ahli internal
ataupun eksternal, aparat pengawasan intern pemerintah perlu
mempertimbangkan kualifikasi tenaga ahli tersebut seperti yang telah
diatur pada SAIPI.



D. Metodologi Audit Kinerja



Secara garis besar metodologi ini terbagi dalam tiga tahap, yaitu
tahap perencanaan, pelaksanaan, dan komunikasi hasil audit.
I. Perencanaan

1. Pemahaman obyek audit dan identifikasi masalah;
2. Pemahaman sistem pengendalian intern;
3. Penentuan tujuan dan lingkup audit;
4. Penentuan kriteria audit;
5. Pengidentifikasian jenis bukti dan prosedur audit;
6. Penyusunan program audit.

II. Pelaksanaan
1. Perolehan dan Pengujian data;
2. Penyusunan dan penyampaian konsep Temuan Audit;
3. Perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep Temuan

Audit; dan
4. Penyampaian Temuan Audit.

III. Komunikasi Hasil Audit
1. Penyusunan konsep laporan hasil audit;
2. Penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Audit (LHA).



BAB III
PERENCANAAN AUDIT KINERJA

A. Tujuan
Tujuan perencanaan audit adalah mempersiapkan audit secara rinci
berdasarkanperencanaan pengawasan aparat pengawasan intern
pemerintah, sehingga pelaksanaan audit berjalan secara efisiendan efektif.
Pada perencanaan audit, auditor mengumpulkan informasi untuk
menentukan kebijakan awal mengenai:
1. lingkup audit;
2. biaya, waktu, dan keahlian yang diperlukan;
3. tujuan audit;
4. area audit yang perlu untuk direviu secara mendalam;
5. kriteria audit; dan
6. jenis bukti dan prosedur pengujian yangakan dilakukan.

B. Pemahaman Obyek Audit dan Identifikasi Masalah
Tujuan dari kegiatan pemahaman obyek audit dan pengidentifikasian
masalah adalah:
1. Memperoleh data, informasi, serta latar belakang auditan/ program/

kegiatan dan fungsi pelayanan publik yang diaudit mengenai hal-hal
yang berhubungan dengan input, proses, output, serta outcome; dan

2. Mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam auditan/
kegiatan/ program yang akan diaudit.

Input yang diperlukan dalam kegiatan ini, antara lain:
1. Peraturan perundang-undangan seperti:

a. Undang-Undang (UU);
b. Peraturan Pemerintah (PP);
c. Peraturan Presiden (Perpres);
d. Peraturan Menteri;
e. Keputusan Menteri;
f. Keputusan Dirjen;
g. Surat Edaran Dirjen;
h. Peraturan Daerah;
i. Peraturan Kepala Daerah;
j. Keputusan Kepala Dinas;
k. Surat Edaran Kepala Dinasyang terkait dengan program/kegiatan

yang diaudit.
2. Sistem dan Prosedur Operasional (SOP), dan petunjuk operasional

yang terkait dengan program/kegiatan yang diaudit;
3. Laporan hasil audit sebelumnya;
4. Hasil-hasil diskusi dengan pimpinan auditan dan stakeholder; dan;
5. Hasil liputan media massa dan penelaahan informasi dari internet

yang terkait dengan program/kegiatan yang diaudit.
Tidak semua input yang terdaftar di atas harus diperoleh, tergantung dari
lingkup audit dan pertimbangan auditor.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan pemahaman
terhadap auditan dan pengidentifikasian masalah dirinci sebagai berikut:
1. Analisis Sistem dan Prosedur Operasional (SOP)/aturan-aturan

berkaitan dengan auditan, yang relevan dengan tujuan audit;
2. Jika diperlukan, lakukan observasi singkat pada kantor auditan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepatuhan atas
implementasi Sistem dan Prosedur Operasional (SOP)/aturan-aturan
dan Sistem Pengendalian Intern;



3. Jika diperlukan, lakukan wawancara dengan pimpinan auditan.
Wawancara ini dilakukan dalam rangka untuk memperoleh informasi
yang bersifat umum, seperti misi auditan yang akan diaudit, target
kegiatan pada tahun berjalan, anggaran yang tersedia, realisasi
kegiatan, dan sebagainya;

4. Reviu peraturan-peraturan yang terkait auditan/program/kegiatan
yang diaudit, laporan kemajuan pelaksanaan program, serta
hambatan-hambatan dalam pencapaian program;

5. Lakukan inventarisasi atas tolok ukur, standar, atau KPI yang telah
diterapkan oleh auditan dalam melaksanakan program/kegiatan.

6. Buatlah simpulan mengenai pemahaman atas auditan dan
permasalahan yang berhasil diidentifikasi dalam tahap ini.
Permasalahan ini merupakan identifikasi awal bagi pengembangan
arah dan tujuan audit pada tahap perencanan selanjutnya.

Seluruh pengkajian aparat pengawasan intern pemerintah mengenai
tahap “Pemahaman auditan dan Pengidentifikasian Masalah”
didokumentasikan dalam Kertas Kerja Audit dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

C. Penilaian Sistem Pengendalian Intern
Dalam melakukan suatu audit, auditor harus mempertimbangkan
efektivitas pengendalian intern yang dimiliki auditan. Dalam audit kinerja,
pemahaman yang memadai atas pengendalian intern auditan akan
membantu auditor menentukan ruang lingkup kegiatan yang sesuai
dengan tujuan audit. Penilaian sistem pengendalian internal (SPI)
dilakukan melalui penyusunan kuesioner. Auditor menggunakan
pertimbangan profesionalnya untuk menentukan pertanyaan yang sesuai
dengan kebutuhan audit suatu kegiatan.
Output dari kegiatan penilaian sistem pengendalian internal (SPI)  adalah
teridentifikasinya area pengendalian dalam merancang program kerja
audit.
Contoh daftar pertanyaan yang dapat membantu auditor dalam menilai
SPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

D. Penentuan Tujuan dan Lingkup Audit
Input yang diperlukan dalam kegiatan “Penentuan Tujuan dan Lingkup
Audit” adalah output dari kegiatan pemahaman auditan dan
pengidentifikasian masalah serta kegiatan pemahaman sistem
pengendalian intern.
Langkah-langkah yang diperlukan dalam menentukan tujuan dan lingkup
audit sebagai berikut:
1. Menentukan tujuan audit

Dalam menentukan tujuan audit kinerja, aparat pengawasan intern
pemerintah dapat memilih untuk mengaudit keseluruhan aspek
kinerja meliputi aspek ekonomis, efisiensi, efektivitas (3E) dan
kepatuhan (1K), atau secara bertahap mulai dari salah satu aspek
kinerja (1E), atau kombinasi dari dua aspek kinerja (2E) disertai
kepatuhan.



2. Menentukan lingkup audit
Langkah-langkah dalam penentuan lingkup audit adalah sebagai
berikut:
a. Tentukan lingkup audit atas dasar informasi yang diperoleh pada

audit sebelumnya.
b. Lakukan perubahan dalam lingkup audit apabila informasi yang

diperoleh dalam pelaksanaan audit mengharuskan demikian.
c. Apabila terdapat perintah/arahan dalam menentukan lingkup

audit kinerja secara luas, lakukan pertimbangan profesional
untuk merincinya secara lebih khusus (spesifik).

Output dari kegiatan “Penentuan Tujuan dan Lingkup Audit” adalah
sebagai berikut.
a. Tujuan audit;
b. Lingkup audit meliputi: fokus audit, unit auditan,

kegiatan/program/sasaran strategis yang mendukung indikator
kinerja utama (IKU) Pemda, tahun yang diaudit, dan aspek kinerja
yang diaudit.

Seluruh pengkajian aparat pengawasan intern pemerintah mengenai
tahap penentuan tujuan dan lingkup audit di tingkat auditan
didokumentasikan dalam Kertas Kerja Audit, sebagaimanatercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

E. Penentuan Kriteria Audit
Kriteria adalah standar-standar kinerja yang logis dan bisa dicapai untuk
menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dari kegiatan yang
dilaksanakan oleh auditan. Kriteria merepresentasikan praktik-praktik
yang baik, yaitu suatu harapan mengenai "apa yang seharusnya".
Perbandingan kriteria dengan kondisi aktual akan menghasilkan temuan
audit. Jika kondisi memenuhi atau melebihi kriteria, hal ini
mengindikasikan bahwa auditan telah melaksanakan praktik terbaik.
Sebaliknya, jika kondisi tidak memenuhi kriteria, hal ini mengindikasikan
perlunya tindakan perbaikan. aparat pengawasan intern pemerintah perlu
mengembangkan kriteria yang spesifik dengan memulai dari pernyataan-
pernyataan kriteria yang bersifat umum, kemudian diperinci menjadi
pernyataan yang lebih khusus atau spesifik.
Kriteria diperlukan sebagai dasar pembanding apakah praktik-praktik
yang dilaksanakan telah mencapai standar kinerja yang seharusnya.
Input yang digunakan untuk menentukan kriteria antara lain sebagai
berikut:
1. Output dari kegiatan perencanaan sebelumnya, antara lain:

a. Gambaran umum dari auditan/program/kegiatan yang diaudit
yang antara lain meliputi input, proses, output, dan outcome;

b. Hasil reviu peraturan perundang-undangan yang meliputi
kewenangan, maksud dan tujuan, dan struktur organisasi; dan

c. Informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja
auditan.

2. Kriteria yang diperoleh dari auditan terkait, antara lain memuat
pengendalian, standar, ukuran, hasil, target, dan komitmen yang
ditetapkan oleh auditan tersebut.

3. Kriteria yang diperoleh dari kinerja historis auditan.
4. Praktik terbaik (best practice) yang diperoleh dari kegiatan serupa

yang telah berhasil.



5. Standar yang ditetapkan oleh organisasi profesional dengan melalui
proses yang baku (due process) dan berterima umum. Artinya kriteria
tersebut merupakan hasil konsultasi dan telah diuji, sehingga
diterima oleh pihak-pihak berwenang/berkepentingan dan telah
mencerminkan hasil kesepakatan profesional.

6. Indikator-indikator kinerja yang dirancang oleh auditan atau oleh
pemerintah, misalnya indikator yang tercantum dalam RPJMD,
Renstra, RKA, atau Perjanjian Kinerja (Perkin) yang disepakati.

7. Informasi dan ilmu pengetahuan yang telah dibakukan.
8. Kriteria yang digunakan dalam kegiatan audit serupa atau oleh

Lembaga Pengawasan di negara lain.
9. Standar kriteria dari organisasi di dalam atau di luar negeri yang

melaksanakan kegiatan atau program serupa.
10. Hasil identifikasi atas tujuan atau sasaran dari program/kegiatan

auditan.
11. Hasil identifikasi tren kinerja rata-rata atau optimal yang telah

dicapai.
12. Literatur lainnya.

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menentukan kriteria dapat
dirinci sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi apakah auditan telah memiliki kriteria yang dapat

digunakan untuk mengukur kinerja program/kegiatan yang
dilaksanakan;

2. Menguji apakah kriteria yang dimiliki auditan relevan dengan tujuan
audit dan memenuhi karakteristik kriteria yang baik sebagai berikut:
a. Andal: apabila kriteria tersebut digunakan oleh aparat

pengawasan intern pemerintah lain untuk masalah yang sama,
maka kriteria tersebut harus bisa memberikan simpulan yang
sama.

b. Obyektif: kriteria bebas dari bias baik dari sisi aparat pengawasan
intern pemerintah maupun auditan.

c. Bermanfaat: kriteria dapat menghasilkan temuan dan simpulan
audit yang memenuhi keinginan para pengguna informasi.

d. Dapat dimengerti: kriteria ditetapkan secara jelas dan bebas dari
perbedaan interpretasi.

e. Dapat diperbandingkan: kriteria tersebut bersifat konsisten
apabila digunakan dalam audit kinerja atas auditan atau
kegiatan-kegiatan yang serupa atau apabila digunakan dalam
audit kinerja sebelumnya atas auditan yang sama.

f. Lengkap: kriteria yang lengkap mengacu kepada penggunaan
seluruh kriteria yang signifikan dalam menilai kinerja.

g. Dapat diterima: kriteria dapat diterima oleh auditan yang diaudit,
lembaga legislatif, media, dan masyarakat umum. Semakin tinggi
tingkat “dapat diterima” semakin efektif audit kinerja yang
dilaksanakan.

h. Relevan: kriteria dapat memberikan kontribusi dalam proses
pelaksanaan audit terkait dengan pembuatan simpulan yang
sesuai dengan tujuan audit.

3. Mengembangkan kriteria lain dengan persetujuan auditan jika
auditan tidak memiliki kriteria atau dari hasil pengujian, kriteria yang
ada ternyata tidak relevan dengan tujuan audit dan belum memenuhi
karakteristik kriteria.



4. Komunikasikan kriteria yang akan dipakai kepada auditan sebelum
audit dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan bersama
(aparat pengawasan intern pemerintah dan manajemen auditan)
mengenai dasar pengukuran kinerja yang digunakan dalam audit atas
obyek yang diaudit. Hal ini dilakukan agar diperoleh kesepakatan
antara auditan dengan aparat pengawasan intern pemerintah,
sehingga nantinya tidak ada penolakan terhadap hasil audit. Jika
tidak tercapai kesepakatan antara aparat pengawasan intern
pemerintah dan auditan yang diaudit mengenai kriteria yang telah
dikembangkan, maka aparat pengawasan intern pemerintah harus
melakukan analisis dan diskusi lebih lanjut sampai diperoleh kriteria
yang disepakati kedua belah pihak.

5. Menerapkan kriteria yang telah ditetapkan dalam audit.
Output yang dihasilkan dari kegiatan “Menentukan Kriteria Audit”
adalah standar yang akan digunakan sebagai pembanding terhadap
praktik yang berjalan meliputi:
a. Kelompok kriteria (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas);
b. Jenis kriteria (rincian kriteria yang terdapat dalam masing-masing

kelompok);
c. Penjelasan (deskripsi ringkas setiap jenis kriteria);
d. Satuan pengukuran (misalkan kilometer/jam, orang/hari);
e. Sumber data (deskripsi tentang dari mana data diperoleh);
f. Standar ukuran kinerja (menjelaskan standar yang digunakan

dan artinya);
g. Tanggapan auditan (sepakat atau tidak sepakat).

F. Penyusunan Program Kerja Audit
Program kerja audit berisi tujuan audit dan prosedur yang harus
dilakukan untuk mencapai tujuan audit. Input yang diperlukan dalam
kegiatan Penyusunan Program Kerja Audit terinci antara lain berupa
Survei Pendahuluan, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI),
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan (SOP), dan Arahan khusus dari
pimpinan aparat pengawasan intern pemerintah terkait audit terinci.
Di dalam program audit tersebut dituangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Dasar Audit

Aparat pengawasan intern pemerintah memasukan ketentuan
perundang-undangan yang menjadi mandat bagi aparat pengawasan
intern pemerintah dalam melaksanakan audit.

2. Standar Audit
Diisi dengan standar audit yang akan digunakan dalam
melaksanakan audit. Standar yang digunakan yaitu Standar Audit
Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi
Auditor Intern Pemerintan Indonesia (AAIPI).

3. Organisasi/Program/Fungsi Pelayanan Publik yang Diaudit
Diisi dengan auditan yang akan diaudit, pengertian auditan di sini
dapat berupa organisasi/program/fungsi pelayanan publik yang
kinerjanya akan diaudit.

4. Tahun Anggaran yang Diaudit
Bagian dari penjabaran lingkup audit yang akan memasukan
periode/tahun anggaran yang akan diaudit. Secara umum, periode
yang dipilih adalah hanya untuk satu periode tahun anggaran.
Namun demikian, dimungkinkan juga untuk pelaksanaan audit atas
periode yang lebih dari satu tahun jika pada audit atas keseluruhan
pelaksanaan program yang memakan waktu lebih dari 1 (satu) tahun.



5. Identitas dan Data Umum yang Diaudit
Data umum dari organisasi/program/fungsi pelayanan publik yang
akan diaudit yang didapat selama proses pemahaman atas auditan.

6. Alasan Audit
Diisi dengan alasan audit yang bisa berasal dari hasil analisis
perolehan data dan informasi awal yang akan diaudit.

7. Jenis Audit
Diisi dengan Audit Kinerja

8. Tujuan Audit
Tujuan audit merupakan tujuan umum yang didapat atau ditentukan
selama pelaksanaan proses Penentuan Tujuan dan Lingkup Audit.

9. Sasaran Audit
Tujuan audit secara rinci yang menjabarkan apa yang telah
ditentukan dalam tujuan audit umum.

10. Metodologi Audit
Diisi dengan metodologi atau cara serta pendekatan audit yang akan
ditempuh dalam menjalankan penugasan audit kinerja.

11. Kriteria Audit
Diisi dengan kriteria audit yang akan dipakai dalam audit.

12. Jenis dan Sumber Bukti serta Prosedur Audit
Diisi dengan jenis dan sumber bukti yang dibutuhkan untuk
menjawab tujuan audit. Prosedur audit yang dibuat bertujuan
memberikan petunjuk kepada para aparat pengawasan intern
pemerintah berkaitan bukti-bukti audit yang dibutuhkan.
Langkah atau prosedur audit sebaiknya dibuat menurut sasaran
audit yang telah ditetapkan agar nantinya secara keseluruhan hasil
audit dapat menjawab atau mencapai tujuan audit.

Berdasarkan program kerja audit terinci yang ditetapkan oleh pimpinan
aparat pengawasan intern pemerintah, ketua tim aparat pengawasan
intern pemerintah membuat pembagian tugas dan anggota tim menyusun
program kerja perorangan dan disampaikan kepada ketua tim untuk
mendapatkan persetujuan.
Contoh program kerja audit sebagaimanam tercantum dalam Lampiran
VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
PELAKSANAAN AUDIT KINERJA

A. Tujuan
Tujuan pelaksanaan audit kinerja adalah untuk mendapatkan bukti yang
cukup, kompeten, dan relevan, sehingga aparat pengawasan intern
pemerintah dapat:
1. Menilai apakah kinerja auditan yang diaudit sesuai dengan kriteria

atau tidak;
2. Menyimpulkan apakah tujuan-tujuan audit tercapai atau tidak;
3. Mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaiki

kinerja auditan yang diaudit; dan
4. Mendukung simpulan, temuan, dan rekomendasi audit

B. Kegiatan Audit
Kegiatan dalam audit meliputi: pengumpulan data (sampling), pengujian
kompetensi data, pengujian atas kriteria yang telah ditetapkan,
penyusunan dan pengomunikasian konsep temuan audit, perolehan
tanggapan resmi dan tertulis atas konsep temuan audit (opsional), dan
penyampaian temuan audit.
Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja pada tahap pelaksanaan terdiri atas
4 (empat) tahap, yaitu:
1. Perolehan dan pengujian data untuk mencapai tujuan audit;
2. Penyusunan dan pengomunikasian konsep temuan audit dengan

auditan;
3. Perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep temuan audit

(opsional); dan
4. Penyampaian temuan audit.

C. Perolehan dan Pengujian Data
Tujuan dari tahap ini adalah untuk memperoleh bukti audit sebagai
pendukung temuan audit dan simpulan audit. Bukti audit harus
memiliki karakteristik cukup, kompeten, dan relevan untuk memberikan
dasar yang kuat bagi temuan, simpulan, dan rekomendasi audit. Dalam
memperoleh bukti audit yang material, auditor dapat menggunakan
teknik sampling yang mewakili populasi data yang diaudit.
Sampling audit dapat didefinisikan sebagai penerapan prosedur audit
terhadap kurang dari seratus persen dalam suatu saldo akun atau
kelompok transaksi dengan tujuan menilai beberapa karakteristik saldo
akun atau kelompok transaksi tersebut.
Terdapat dua pendekatan umum dalam sampling audit, yaitu
statisticalsampling yaitu sampling dengan penerapan aturan matematika
dimana auditor dapat mengkuantifikasi (mengukur) risiko sampling pada
saat merencanakan sampel dan mengevaluasi hasil. Auditor harus
menguji kelengkapan populasi sehingga sampel yang dipilih merupakan
keterwakilan dari populasi tersebut (probabilitas), dan
nonstatisticalsampling yaitu pendekatan yang digunakan dimana auditor
menggunakan pengetahuan dan pengalamannya dalam menentukan
ukuran sampel yang dipilih, dan keputusan yang diambil lebih
berdasarkan pertimbangan. Sering juga disebut judgement sampling.



Dalam menentukan ukuran sampel audit, auditor harus
mempertimbangkan tujuan audit yang spesifik, karakteristik populasi
dan pemilihan metode sampling. Dalam menggunakan sampel statistik,
auditor harus mempertimbangkan konsep seperti tingkat toleransi salah
saji (tolerable error) yang dapat diterima. Toleransi salah saji adalah
jumlah maksimal dari kesalahan yang masih dapat diterima oleh auditor.
Toleransi salah saji ini tidak sepenuhnya dari keputusan auditor, namun
juga dapat dipengaruhi oleh proses bisnis, berkonsultasi dengan pihak
manajemen, atau dari best practices yang ada. Dalam suatu kasus,
terdapat satu kesalahan saja tidak dapat ditoleransi oleh auditor.
Dalam proses penentuan teknik sampling audit, auditor dapat
berkonsultasi pada pihak yang berkompeten.
Bukti-bukti yang didapat dari perolehan dan pengujian data dapat
berupa:
1. Bukti Fisik

Jenis bukti ini dapat diperoleh dari beberapa hal sebagai berikut:
a. Pengamatan langsung, misalnya: terhadap aktivitas dari orang,

suatu kejadian, maupun kondisi aset tertentu;
b. Pengamatan terhadap proses/prosedur yang berjalan; dan
c. Inspeksi/kunjungan lapangan ke suatu proyek, verifikasi

persediaan, dan lainnya.
Sumber-sumber di atas dapat didukung dengan foto atau dokumen
lain seperti berita acara audit fisik, dan deskripsi tertulis dari hasil
pengamatan yang telah dilakukan.

2. Testimoni
Bukti testimonial/lisan/keterangan merupakan pernyataan yang
diperoleh secara lisan melalui wawancara, diskusi, atau dalam
bentuk pernyataan tertulis sebagai respon dari pertanyaan atau
wawancara. Bukti testimonial/lisan/keterangan didokumentasikan
dalam bentuk dokumen hasil wawancara, rekaman percakapan yang
disimpan dalam alat perekam atau magnetic tape beserta
transkripnya.

3. Dokumen
Bukti dokumen adalah bukti dalam bentuk fisik, baik berupa
dokumen resmi ataupun barang elektronik. Bukti ini adalah yang
paling umum diperoleh dari seluruh jenis bukti audit. Bukti dokumen
dapat diperoleh dari dalam maupun luar auditan yang diaudit.
Yang termasuk bukti dokumen misalnya:
a. Peraturan perundangan-undangan;
b. Dokumen terkait organisasi (rencana strategis organisasi, visi dan

misi organisasi, struktur organisasi);
c. Surat-surat, Notulen rapat;
d. Dokumen kontrak; dan
e. Dokumen lain yang diperlukan.

4. Analisis
Jenis bukti audit ini dapat diperoleh dari auditan atau dikembangkan
sendiri oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Bukti analisis yg
diperoleh dari auditan perlu diuji kualitasnya untuk dapat digunakan
sebagai bukti audit. Bukti analisis dapat mencakup analisis rasio dan
tren, perbandingan prosedur dan standar dengan ketentuan yang
dipersyaratkan, perbandingan kinerja dengan organisasi sejenis,
analisis dari pengujian terinci atas transaksi-transaksi, analisis
biaya-manfaat, maupun dari analisis atas penetapan sampling.



Input yang digunakan dalam kegiatan “Pengumpulan dan Pengujian
Data” antara lain berupa: Program Kerja Audit, Data Audit, dan Kriteria
Audit.
Berdasarkan jenis dan sumber bukti yang telah diidentifikasi serta
program kerja audit yang telah ditetapkan, maka aparat pengawasan
intern pemerintah melakukan pengumpulan data. Setelah itu, data diuji
untuk memastikan tercapainya tujuan audit. Data audit inilah yang
nantinya akan menjadi bukti pendukung atas temuan audit.
Langkah-langkah yang diperlukan dalam kegiatan pengujian bukti audit
adalah sebagai berikut:
1. aparat pengawasan intern pemerintah dapat menggunakan teknik-

teknik pengujian, antara lain: wawancara, inspeksi/audit secara
langsung, konfirmasi, reviu analitis (rasio, tren, pola), dll. Dalam
menentukan teknik pengujian bukti, maka aparat pengawasan intern
pemerintah perlu mempertimbangkan faktor-faktor antara lain jenis
dan sumber bukti yang diuji, serta waktu dan biaya yang diperlukan
untuk menguji bukti;

2. aparat pengawasan intern pemerintah membandingkan hasil
pengujian bukti-bukti audit dengan kriteria audit.

3. aparat pengawasan intern pemerintah mengidentifikasi sebab dan
akibat apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dan
kriteria.

Output yang dihasilkan dari kegiatan “Pengujian Data” adalah
kesimpulan hasil pengujian bukti. Kesimpulan hasil pengujian bukti
didokumentasikan pada Kertas Kerja Audit.
Dalam Kertas Kerja Audit tersebut aparat pengawasan intern pemerintah
juga mengidentifikasi unsur-unsur temuan dan usulan rekomendasi.
Kegiatan pada tahap “Pengujian terhadap Data Audit” ini
didokumentasikan dalam Kertas Kerja Auditsebagaimana tercantum
dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

D. Penyusunan Temuan Hasil Audit
Input yang digunakan dalam kegiatan “Penyusunan Temuan Audit”
adalah:
1. Tujuan audit;
2. Kriteria yang telah ditetapkan;
3. Bukti audit; dan
4. Kesimpulan hasil pengujian bukti
Dalam menyusun suatu temuan audit kinerja, hal yang sangat utama
untuk diperhatikan adalah apakah temuan audit yang dibuat oleh aparat
pengawasan intern pemerintah merupakan jawaban atas
pertanyaan/dugaan sementara/hipotesis yang telah dituangkan dalam
suatu tujuan audit yang telah ditetapkan. Suatu temuan audit
seharusnya berisi kesimpulan hasil pengujian atas bukti audit yang
diperoleh aparat pengawasan intern pemerintah dalam usahanya untuk
mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan sebelumnya.
Langkah-langkah yang diperlukan dalam kegiatan menyusun temuan
audit adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan kesimpulan hasil pengujian bukti, apabila terdapat

perbedaan (gap) yang signifikan antara kondisi dan kriteria, tentukan
apakah perbedaan tersebut positif atau negatif. Perbedaan positif
terjadi apabila kondisi yang ditemukan sama atau lebih baik daripada
kriteria. Perbedaan negatif terjadi apabila kondisi yang ditemukan
tidak sesuai/mencapai kriteria.



2. Sangat dimungkinkan, aparat pengawasan intern pemerintah
menemukan suatu kondisi yang telah memenuhi atau melebihi
kriteria yang disebut temuan positif. aparat pengawasan intern
pemerintah perlu mempertimbangkan relevansi temuan positif
dengan tujuan audit. Apabila temuan tersebut relevan terhadap
tujuan audit, maka aparat pengawasan intern pemerintah perlu
mengungkap hal tersebut dalam Laporan Hasil Audit.

3. Dalam hal aparat pengawasan intern pemerintah menemukan kondisi
yang tidak memenuhi kriteria, yang disebut sebagai temuan negatif,
aparat pengawasan intern pemerintah perlu mengidentifikasi unsur-
unsur temuan hingga menjadi suatu temuan audit.

4. Jika ditemukan indikasi yang mengandung unsur kerugian
negara/fraud yang relevan dengan tujuan audit, maka aparat
pengawasan intern pemerintah perlu melakukan pendalaman
auditnya sampai menjadi temuan audit. Indikasi yang tidak relevan
dengan tujuan audit, perlu didokumentasikan secara memadai dalam
Kertas Kerja Audit dan akan ditindaklanjuti pada jenis audit lain yang
sesuai.

5. aparat pengawasan intern pemerintah mengomunikasikan konsep
temuan audit dengan pimpinan auditan untuk mendapatkan
klarifikasi. Tujuan dari komunikasi konsep temuan audit dengan
auditan adalah untuk memvalidasi konsep temuan yang telah
dikembangkan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

6. aparat pengawasan intern pemerintah menyampaikan Temuan Audit
kepada pimpinan auditan yang diaudit.

Output yang dihasilkan dari kegiatan “Penyusunan Temuan Audit”
adalah:
1. Konsep Temuan Audit;
2. Berita Acara Temuan Audit;
3. Tanggapan resmi tertulis atas Berita Acara Temuan Audit.

E. Pendokumentasian
Kegiatan Penyusunan Temuan Audit didokumentasikan menjadi suatu
Kertas Kerja Audit.



BAB V
KOMUNIKASI HASIL AUDIT

A. Kegiatan Dalam Komunikasi Hasil Audit Kinerja
Komunikasi hasil audit kinerja meliputi penyusunan konsep Laporan
Hasil Audit (LHA) termasuk penyusunan rekomendasi dan simpulan
audit, perolehan tanggapan resmi atas rekomendasi dan simpulan, dan
penyusunan serta penyampaian Laporan Hasil Audit (LHA).

B. Penyusunan Konsep Laporan Hasil Audit
Standar Auditor Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) mensyaratkan
bahwa suatu laporan hasil audit intern harus mencakup hal-hal di
bawah ini:
1. Pernyataan bahwa Audit dilakukan sesuai dengan Standar Audit

aparat pengawasan intern pemerintah dalam menjalankan tugas
auditnya diwajibkan untuk mengikuti standar audit yang ada.
Standar Audit yang digunakan oleh aparat pengawasan intern
pemerintah adalah Standar Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang
diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

2. Tujuan, lingkup, dan metodologi Audit
Suatu laporan hasil audit harus memuat tujuan, lingkup, dan
metodologi audit. aparat pengawasan intern pemerintah harus
menjelaskan alasan mengapa suatu auditan diaudit, apa yang
diharapkan atau dicapai dari pelaksanaan audit, apa yang diaudit,
dan bagaimana cara audit dilakukan.

3. Hasil audit berupa temuan audit, simpulan, dan rekomendasi.
a. Temuan Audit

Temuan audit merupakan ‘potret’ kenyataan yang ditemukan
aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan suatu
audit kinerja.

b. Simpulan Hasil Audit
Simpulan hasil audit harus dapat menjawab tujuan audit yang
telahditetapkan sebelumnya. Penarikan simpulan dapat dilakukan
dengan metode kuantitatif ataupun kualitatif.

c. Rekomendasi
aparat pengawasan intern pemerintah harus menyampaikan
rekomendasi kepada auditan untuk memperbaiki kinerja atas
bidang yang bermasalah guna meningkatkan kualitas pelaksanaan
kegiatan auditan yang diaudit. Suatu rekomendasi akan bersifat
sangat konstruktif/membangun apabila:
1) Diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan;
2) Berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik;
3) Ditujukan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk

bertindak; dan
4) Dapat dilaksanakan.



4. Tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil audit
Aparat pengawasan intern pemerintah harus mendapatkan tanggapan
tertulis dan resmi atas temuan, simpulan, dan rekomendasi audit
dari pejabat berwenang auditan yang diaudit. Dalam memenuhi
persyaratan kualitas komunikasi yaitu adil, lengkap, dan obyektif,
audit semaksimal mungkin mengupayakan adanya reviu dan
tanggapan dari auditan sehingga diperoleh suatu laporan yang tidak
hanya mengemukakan fakta dan pendapat auditor saja, melainkan
memuat pula pendapat dan rencana yang dilakukan oleh auditan.

Laporan Hasil Audit dapat berupa bentuk BAB atau bentuk surat yang
merupakan ikhtisar dari LHA. Penyusunan dalam bentuk surat
dituangkan dalam beberapa paragraf, yaitu:
1. Paragraf pembuka memuat tujuan dan ruang lingkup;
2. Paragraf isi memuat simpulan hasil audit yang dapat menjawab

secara langsung tujuan audit dan rekomendasi;
3. Paragraf penjelas memuat penjelasan tambahan jika diperlukan;
4. Paragraf penutup berisi permintaan kepada auditan agar rekomendasi

segera ditindaklanjuti dan menginformasikannya kepada aparat
pengawasan intern pemerintah.

Kegiatan Penyusunan Konsep Laporan Hasil Audit didokumentasikan
menjadi Kertas Kerja Audit (Kertas Kerja Audit).



BAB VI
PENUTUP

Pedoman Audit Kinerja agar dijadikan sebagai acuan bagi aparat
pengawasan intern pemerintah di Kabupaten Banjarnegara dalam
melaksanakan auditkinerja agar memiliki kesamaan persepsi dan
keseragaman metodologi dalam rangka audit yang efisien dan efektif.

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN AUDIT KINERJA

FORMAT PEMAHAMANORGANISASIAUDITAN

Nama Auditan : No. Kertas
Kerja Audit

:
Ref. PKA No. :
Disusun Oleh :

Sasaran Audit : Audit Kinerja atas Tgl dan Paraf :
Tahun
Penugasan

: Tahun Direviu Oleh :
Tgl dan Paraf

KERTAS KERJA PEMAHAMAN ORGANISASI AUDITAN

Hasil penelaahan dokumen dan wawancara dengan manajemen:

1. Tujuan dan Sasaran organisasi
……………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

2. Tugas pokok dan fungsi organisasi yang memengaruhi pelaksanaan
program/kegiatan
……………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………..………………………………………

3. Dasar hukum dan peraturan yang memengaruhi pelaksanaan program
atau fungsi pelayanan publik organisasi
……………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………..………………………………………

4. Struktur organisasi auditan
……………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………..………………………………………

5. Input, proses, output, dan outcome dari organisasi yang diperiksa
……………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………..………………………………………

6. Anggaran yang dikelola organisasi
……………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………..………………………………………

7. Key Performance Indicator (KPI) yang digunakan oleh organisasi dalam
menilai kinerja
……………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………..………………………………………

8. Ringkasan hasil reviu atas peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan tupoksi organisasi
……………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………..………………………………………

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
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9. Ringkasan program kegiatan yang ditetapkan dalam tahun berjalan
……………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………..………………………………………

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

TELAH DITELITI OLEH PARAF
SEKDA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM
JFT



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN AUDIT KINERJA

FORMAT KERTAS KERJAPENGIDENTIFIKASIAN MASALAH

Nama Auditan : No. Kertas
Kerja Audit

:

Ref. PKA No. :
Disusun Oleh :

Sasaran Audit : Audit Kinerja atas Tgl dan Paraf :
Tahun
Penugasan

: Tahun Direviu Oleh :

Tgl dan Paraf

KERTAS KERJAPENGIDENTIFIKASIAN MASALAH

Hasil wawancara dengan manajemen, pemahaman auditan, dan isu yang
berkembang di media massa:

No Permasalahan Sumber Informasi

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

TELAH DITELITI OLEH PARAF
SEKDA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM
JFT
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN AUDIT KINERJA

DAFTAR PEMAHAMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Nama Auditan : No. Kertas
Kerja Audit

:

Ref. PKA No. :
Disusun Oleh :

Sasaran Audit : Audit Kinerja atas Tgl dan Paraf :
Tahun
Penugasan

: Tahun Direviu Oleh :

Tgl dan Paraf
PEMAHAMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

NO PEMAHAMAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL

YA TIDAK CATATAN

1. Lingkungan Pengendalian
a. Integritas dan Nilai Etika

1) Apakah jajaran
pimpinanentitasmemilikikomitmen
terhadapintegritasdannilaietika?

2) Apakahentitasmemiliki
kodeetikyangbersifat komprehensif?

3) ……........
b. Komitmenterhadap Kompetensi

1) Apakahtelahterdapatjobdescriptionyang
menjelaskantugassuatupekerjaan/posi
sitertentu sesuaikebutuhanentitas?

2) Apakahmanajemenentitastelahmelakuk
an
analisis,baikformalmaupuninformal,me
ngenai
jenispekerjaandanperlu/tidaknyasuper
visiatau pelatihan?

3) ……………
c. Gayaoperasidanfilosofimanajemen

1) Apakah manajemenentitas
menerapkanprinsip kehati-hatian?

2) Apakahmanajemenentitashanyaakanbe
rtindaksetelahmelaluianalisismendala
mterhadaprisiko
dankemungkinanmanfaat
yangdiperoleh?

3) ……………
d. StrukturOrganisasi

1) Strukturorganisasi
tidakbolehterlalusederhana sehingga
pemantauan terhadap kegiatanentitas
tidakakanmemadaidantidakbolehpulate
rlalu
komplekskarenadapatmengganggukela
ncaran arusinformasi.

2) Apakahjajaranpimpinanentitastelahme

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
INSPEKTORAT DAERAH
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mahamisepenuhnyatanggungjawabpen
gendalianyang merekamiliki?

3) ……........
e. TanggungJawabdanWewenang

1) Apakahmekanismepembebanansuatuta
nggung jawab, pendelegasian
wewenang, dan pengembangan
kebijakan dapat mendukung
terciptanya akuntabilitas dan
pengendalian?

2) Apakahpembebanantanggungjawabdan
pendelegasianwewenangdihubungkan/
dikaitkan dengan tujuan dan sasaran
organisasi, fungsi operasi, tuntutan
peraturan, tanggung jawab atas sistem
operasi, dan wewenang atas suatu
perubahan?

3) ……........
f. Kebijakandan Praktek

SumberDayaManusia
1) Apakahterdapatprosedurdankebijakant

ertulis
dalampenggunaan,pelatihan,promosi,d
an penggajianpegawai?

2) Jikatidakadapraktekdankebijakantertul
is, apakahmanajemen
mengomunikasikanekspektasi tentang
orang yang akan dipekerjakanatau
berpartisipasi
secaralangsungdalamproses
pemilihantersebut?

3) ………
g. Kegiatan Pengawasan

1) Apakahentitasmemilikiauditorinternda
ntelah
ditempatkanpadakedudukanyangtepat
dalam organisasi?

2) Apakahauditorinternalmelakukanaudit
danreviu
ataskegiatanentitassecaraindependen?

3) ……........
2. Penilaian Resiko

a. PenetapanTujuan Organisasi
1) Apakahpimpinanorganisasitelahmeneta

pkan
tujuanumumorganisasidalambentukvis
i,misi, tujuan,dansasaran?

2) Apakahvisi,misi,tujuan,dansasaranorga
nisasi tersebut
sejalandenganprogramyangtelah
ditetapkanolehlembagalegislatif?

3) ......……
b. PenetapanTujuanOperasionalEntitas

1) Apakahsemuaaktivitasyangsignifikansu
dah
sejalandengantujuanoperasionalentitas
?



2) Apakahsemuaaktivitastelahdireviusecar
a periodikuntuk
memastikanbahwaaktivitas-aktivitas
tersebuttidakmenyimpangdari
tujuanoperasional
danrencanastrategisentitas?

3) ...……
c. IdentifikasiRisiko

1) Apakah sudahdigunakan metode
penilaianrisiko
kualitatifuntukmenentukanurutanrisik
orelatif secara periodik?

2) Apakahsudahdigunakanmetodepenilaia
nrisiko
kuantitatifuntukmenentukanurutanrisi
korelatif?

3) ................
d. AnalisisRisiko

1) Apakahpimpinanentitastelahmenetapk
anproses
formaluntukmenganalisisrisikotermasu
kproses
informalberdasarkanaktivitassehari-
hari?

2) Apakahtelahditetapkankriteriadalamme
netapkan
tingkatrisikorendah,sedang,dantinggi?

3) …................
e. MengelolaRisikoakibatPerubahan

1) Apakahsudahdiperhitungkanseluruhop
erasional entitasyangdapat
dipengaruhiolehperubahan?

2) Apakahperubahan-
perubahanyangrutinsudah
diperhitungkandalamprosesidentifikasi
risikoyang sudahbaku?

3) ......…..
3. Aktivitas Pengendalian

a. Pelaksanaanreviuolehmanajemenpadating
katatas
1) Apakahterdapatmekanismereviudaripej

abat
tinggiataumanajersenioruntukmengaw
asi
pencapaiansuatuentitasterhadaprenca
nayang telahdibuat?

2) Apakahpejabattinggiataumanajersenior
mengawasipencapaiansuatuentitasterh
adap
rencanayangtelahdibuatsesuaimekanis
meyang ada?

3) ...…….
b. Mereviupengelolaan SDM

1) Apakahekspektasimanajementerhadap
pencapaiantujuantelahdidokumentasik
ankepada seluruhpersonil?

2) Apakahekspektasimanajementerhadap
pencapaian tujuan telah
dikomunikasikan kepada
seluruhpersonil?



3) ....…….

c. Mereviupengelolaaninformasiuntuk
memastikan tingkat
keakuratandankelengkapaninformasi
1) Apakahpembukuansemuatransaksidila

kukan secarasekuensial?
2) Apakahjumlah-jumlahtransaksi

telahdicocokan
denganjumlahpengendali?

3)……
d. Menetapkandanmemantauindikatordanuk

uran kinerja
1) Apakahindikatordanukurankinerjatela

hdibuat
untuksetiapbagiandanleveldalamorgani
sasi sampaikepadaindividu?

2) Apakahterhadapindikatortersebuttelah
dilakukan
reviudanvalidasisecaraperiodik?

3) ……
e. Memisahantugasataufungsi

1) Apakahkewenanganuntukmengendalik
anseluruh aktivitaskuncidipisahkan?

2) Apakahterdapatpemisahantugasdantan
ggung jawabdalamotorisasi?

3) ......
f. Mereviuotorisasikepadapersoniltertentudal

am melakukansuatutransaksi
1) Apakahtransaksiyangdiakuihanyatrans

aksi-
transaksiyangvalidsesuaiketentuanma
najemen?

2) Apakahsuatutransaksihanyadilakukan
olehorang yangmemiliki wewenang?

3) …….
g. Mereviupencatatanatastransaksidenganme

nguji:
1) Apakahsetiaptransaksitelahdiklasifika

sidan
dicatatsecaramemadaigunamendukun
g
pengendalianoperasidanpengambilanke
putusan?

2) ….
h. Membuatpembatasanaksesdan

akuntabilitas
terhadapsumberdayadancatatan-catatan:
1) Apakahterdapatpembatasanterhadapak

sesatas sumberdayadancatatan?
2) Apakahstandar,prosedur,danoperasiat

as pembatasanaksestelahditetapkan?
3) .....

i. Pendokumentasian
1) Apakahsistempengendalianintern,semu

a
transaksidankejadianpentinglainnyatel
ah didokumentasikansecaramemadai?



2) Apakahdokumentasitersebutselaluterse
diauntuk kepentinganpengujian?

3) …..
4. Informasi dan Komunikasi

a. Informasi
1) Apakahinformasidiidentifikasi,diperole

h,diproses,
dandilaporkanmelaluisuatusisteminfor
masi?

2) Apakahinformasi yangrelevan
diperolehbaikdari
sumberekstenalmaupundariinformasi
yang dikelolasecarainternal?

3) …..
b. Komunikasi

1) Apakahtugasdantanggung
jawabpengendalian
pegawaidikomunikasikanmelaluijaring
an komunikasiyangefektif?

2) Apakahsalurankomunikasisepertipada
saat
pelatihan,rapatataudalampelaksanaan
pekerjaan
baiksecaraformalmaupuninformaltelah
dilaksanakansecaramemadai?

3) ……
c. Bentukdanalatkomunikasi

1) Apakahpimpinanentitasmenggunakan
metode komunikasi
efektifyangantaralainmeliputimanual
kebijakandanprosedur,arahan
manajemen,
memorandum,pemberitahuan,situsinte
rnetdan
intranet,pesan-pesanmelaluivideo-
tape,e-mail, danpidato-pidato?

2) ……
5. Pemantauan

a. PemantauanBerkelanjutan
1) Apakah pemerintah atau manajemen

memilikistrategi untuk menjamin
efektivitas pelaksanaaanpemantauan
berkelanjutan. Beberapa hal yangperlu
dipertimbangkan:
a) Apakah strategi yang dimiliki

pemerintah ataumanajemen
menjamin umpan balik (feedback)
secara rutin, pemantauan kinerja,
danpencapaian tujuan SPI?

b) …..
2) Dalam pelaksanaan tugas rutinnya,

apakahpegawai memperoleh informasi
mengenaiberfungsi tidaknya SPI.
Beberapa informasi yangdapat
dipertimbangkan adalah:
a) Apakah pejabat pelaksana atau

manajemenoperasi membandingkan
produksi, persedian,penjualan, dan
informasi lainnya yangdidapatkan
dari kegiatan rutin dengan
sistemyang menghasilkan informasi?



b) ……

3) Apakah pihak ketiga juga dilibatkan
dalampelaksanaan pemantauan?
a) Apakah keluhan-keluhan

masyarakat danpihak lain dapat
segera diketahuipenyebabnya?

b) ……
4) Apakah struktur organisasi dan

kegiatan supervisiyang ada dapat
membantu pemantauan
terhadapfungsi SPI?
a) Apakah pembagian tugas dan

tanggung jawabdigunakan untuk
membantu
pendeteksiankecurangan?

b) ….
5) Apakah data yang dicatat oleh sistem

informasi maupun keuangan telah
dibandingkan secaraperiodik dengan
fisiknya?
a) Apakah persediaan dan aset lainnya

diperiksasecara berkala?
b) …….

6) Apakah tanggapan atas rekomendasi
auditor baikinternal maupun eksternal
ditujukan
untukmemperkuat/perbaikan
pengendalian intern?
a) Apakah pejabat pelaksana yang

mempunyaikewenangan memberi
keputusan mengenairekomendasi
yang akan diimplementasikan?

b) ……..
7) Apakah terdapat mekanisme

pertemuan denganpara pegawai dalam
rangka memperoleh umpanbalik
mengenai efektivitas SPI?
a) Apakah isu-isu yang relevan,

informasi, danumpan balik terkait
dengan efektivitaspengendalian
intern yang dinyatakan
dalampelatihan, seminar, sesi
perencanaan, danpertemuan-
pertemuan lain didapatkan
dandigunakan oleh manajemen
untuk menjawabmasalah-masalah
atau memperkuat
strukturpengendalian intern?

b) ……
8) Apakah para pegawai secara rutin

diminta untukmenyatakan secara
eksplisit mengenai kesesuaianperilaku
mereka terhadap kode etik?
a) Apakah kepada para pegawai

secara berkaladiminta untuk
melaksanakan kode etik?

b) ….



9) Apakah terdapat efektivitas dari
kegiatan auditorintern?
a) Apakah kegiatan auditor intern di

dalamorganisasi mempunyai
tingkat kompetensi danpengalaman
di bidangnya?

b) …
b. EvaluasiTerpisah

1) Apakah lingkup dan frekuensi
pelaksanaan evaluasi khusus terhadap
pengendalian intern telah memadai?
a) Apakah hasil penilaian risiko dan

efektivitas pemantauan
berkelanjutan, dipertimbangkan
dalam menentukan lingkup dan
frekuensi evaluasi terpisah?

b) …..
2) Apakah metodologi untuk

mengevaluasi pengendalian intern
telah memadai dan logis? Beberapa hal
yang perlu dipertimbangkan:
a) Apakah terdapat instrumen yang

digunakan seperti checklist,
kuisioner, atau instrumen lain?

b) …..
3) Apabila evaluasi ini dilakukan oleh

auditor intern, apakah mereka
memiliki sumber daya, kemampuan
dan independensi yang memadai. Hal-
hal berikut perlu menjadi bahan
pertimbangan:
a) Apakah unit auditor intern

mempunyai pegawai dengan
kompetensi dan pengalaman untuk
melakukan evaluasi?

b) …..
4) Apakah terdapat kecukupan proses

evaluasi? Beberapa hal berikut dapat
dijadikan pertimbangan:
a) Apakah evaluator mempunyai

kecukupan pemahaman terhadap
aktivitas organisasi?

b) ……
c. Penyelesaian hasil audit

1) Apakah terdapat mekanisme yang
dapat menjamin bahwa terhadap
temuan-temuan audit ataupun reviu
lainnya telah dilakukan penyelesaian
dengan tepat? Antara lain:
a) Apakah manajer mereviu dan

mengevaluasi temuan-temuan
audit ataupun reviu lainnya
termasuk penyimpangan-
penyimpangan dan kemungkinan
perbaikannya?

b) ……



2) Apakah manajemen tanggap terhadap
temuan dan rekomendasi audit
ataupun reviu lainnya yang bertujuan
kepada perbaikan pengendalian intern?
Hal tersebut dapat terlihat dari:
a) Apakah eksekutif yang berwenang

mengevaluasi temuan dan
rekomendasi serta menentukan
tindakan yang tepat untuk
memperbaiki atau meningkatkan
pengendalian?

b) …..
3) Apakah tindak lanjut terhadap temuan

dan rekomendasi audit ataupun reviu
lainnya telah dilakukan secara
memadai? Antara lain dapat diketahui
dari:
a) Apakah masalah-masalah pada

transaksi atau kejadian tertentu
dikoreksi secara tepat?

b) ……
KESIMPULAN

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

TELAH DITELITI OLEH PARAF
SEKDA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM
JFT



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN AUDIT KINERJA

KERTAS KERJA PENETAPAN TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT

Nama Auditan : No. Kertas KerjaAudit :Ref. PKA No. :Disusun Oleh :Sasaran Audit : Audit Kinerja atas Tgl dan Paraf :Tahun Penugasan : Tahun Direviu Oleh :Tgl dan Paraf
KERTAS KERJA PENETAPAN TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT

1. Tujuan audit
……………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………..………………………………………

2. Periode waktu audit
……………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………..………………………………………

3. Lingkup audit
……………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………..………………………………………

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

TELAH DITELITI OLEH PARAF
SEKDA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM
JFT

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Dipayuda Nomor 10 Telp. (0286) 591459, 591084Fax. 591084
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LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN AUDIT KINERJA

PROGRAM KERJA AUDIT

Nama Auditan : No. Kertas KerjaAudit :Ref. PKA No. :Disusun Oleh :Sasaran Audit : Audit Kinerja atas Tgl dan Paraf :Tahun Penugasan : Tahun Direviu Oleh :Tgl dan Paraf
PROGRAM KERJA AUDIT ATAS ................

No URAIAN Dilaksanakan
Oleh

Waktu
Diperlukan

Ref.
Kertas
Kerja
Audit

Rencana Realisasi Rencana Realisasi

I PERSIAPAN AUDIT
Tujuan:
Memperoleh pemahaman dan
gambaran umumtentang jenis
dan bentuk kegiatan / operasi
proyekdan mekanisme
pelaksanaannya.
Prosedur Audit:
1. Dapatkan dokumen –

dokumen sertaperaturan dan
pedoman yang berlakusebagai
data umum audit
seperti:peraturan, pedoman,
SOP, laporankinerja, dll

2. Lakukan Penelahaan atas
dokumentersebut untuk
memperolehpemahaman atas
pelaksanaankegiatan.

3. Buat simpulan dalam kertas
kerja.

4. Dan lain-lain …
II PELAKSANAAN AUDIT
a Penilaian Sistem Pengendalian

Intern
Tujuan:
Untuk menilai kecukupan dan
keandalan strukturpengendalian
intern program guna
menentukanluas pengujian pada
tahap audit selanjutnya.

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
INSPEKTORAT DAERAH
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No URAIAN Dilaksanakan
Oleh

Waktu
Diperlukan

Ref.
Kertas
Kerja
Audit

Rencana Realisasi Rencana Realisasi

Prosedur Audit:
1. Dapatkan pemahaman dan

penerapanunsur-unsur SPI di
auditan.

2. Buat ringkasan informasi
yangdiperoleh dengan cara
menelaah siklustersebut
secara keseluruhan.
Identifikasikelemahan yang
potensial dalam SPI.

3. Verifikasi setiap perubahan
dalamkebijakan dan prosedur
telahdidokumentasikan,
disetujui, olehmanajemen dan
juklak telahdikomunikasikan
serta pelatihan
telahdiselenggarakan untuk
pelaksanaprogram.
Evaluasi dampak dari
kebijakan baruatau
perubahan dalam kebijakan
yangada terhadap audit dan
modifikasi ruanglingkupnya.

4. Buat simpulan atas penilaian
SPI.

B Pengukuran Kinerja
Tujuan:
Untuk menilai tingkat
pemenuhan kriteria dari tiap
Aspek/Indikator dan Parameter
Keberhasilan Kegiatan dan
menilai skor kinerja.
Prosedur Audit:
1. Lakukan pengujian atas

dokumen pendukung realisasi
pemenuhan kriteria dari tiap
Aspek/Indikator dan
Parameter Keberhasilan
Kegiatan pada masing-masing
tahapan berikut:
a) Perencanaan dan

Penganggaran
b) Pelaksanaan Kegiatan
c) Pelaporan
d) Penatausahaan Kegiatan

dan Aset
2. Tetapkan angka ‘1’ bagi

kriteria yang terpenuhi dan ‘0’
bagi yang tidak terpenuhi

3. Gunakan angka antara ‘1’ dan



No URAIAN Dilaksanakan
Oleh

Waktu
Diperlukan

Ref.
Kertas
Kerja
Audit

Rencana Realisasi Rencana Realisasi

‘0’ bagi tingkat pemenuhan
sebagian

4. Hasil penetapan angka
tersebut kalikan dengan bobot
masing-masing Parameter

5. Jumlahkan nilai yang
dihasilkan dari Parameter,
kalikan dengan bobot tiap
Parameter

6. Jumlahkan hasil capaian
masing-masing Parameter dan
masing-masing tahapan
kegiatan

7. Capaian akhir diperoleh
dengan menjumlahkan nilai
akhir masing masing
Parameter

8. Buat simpulan hasil audit
c Analisis Kinerja

Tujuan:
Untuk mengetahui faktor
penyebab tidak tercapainya
kinerja serta solusi
pemecahannya.
Prosedur Audit:
1. Rekap seluruh hasil capaian

kinerja baik pada capaian
Parameter dan capaian per
tahapan/aktivitas utama.

2. Identifikasi kegiatan yang
tidak terpenuhi kriteria
Parameter-nya.

3. Lakukan analisis untuk
mengetahui faktor
penyebabnya: Informasi dapat
diperoleh dari dokumentasi,
wawancara, hasil pengujian
SPI dan sumber lainnya.

4. Buat rekomendasi atas
kelemahan atau
penyimpangan yang terjadi
untuk perbaikan kinerja oleh
pimpinan instansi.

5. Buat simpulan hasil audit.

III PENYELESAIAN AUDIT



Tujuan:
Untuk memberikan informasi
capaian kinerja yang disajikan
dalam bentuk simpulan hasil
audit beserta usulan
rekomendasinya kepada
pimpinan instansi.

Prosedur Audit:
1. Berdasarkan hasil

pengukuran kinerja buatlah
Naskah Hasil Audit tentang
kelemahan atau
penyimpangan kinerja yang
terjadi serta usulan
rekomendasinya.

2. Lakukan pembahasan intern
tim audit untuk pengecekan
ulang kondisi, kriteria, sebab,
akibat, konsep rekomendasi
dan konsep tindak lanjut.

3. Lakukan pembahasan dengan
auditan serta dapatkan
tanggapan tertulis dari
auditan.

4. Buatlah Berita Acara
Kesepakatan hasil
pembicaraan antara auditor
dengan auditan.

5. Bahas tanggapan auditan.
6. Susun konsep LHA.
7. Lakukan reviu secara

berjenjang.
8. Konsep dinyatakan final

setelah dilakukan
perbaikan/penyempurnaan
sesuai dengan hasil reviu dan
ditandatangani oleh Inspektur.

Direviu oleh:
tanggal bulan tahun
Pengendali Teknis

Nama
NIP

Banjarnegara, tanggal bulan tahun

Disusun oleh
Ketua Tim

Nama
NIP



Disetujui oleh:
tanggal bulan tahun

Pembantu Penanggung Jawab

Nama
NIP

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

TELAH DITELITI OLEH PARAF
SEKDA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM
JFT



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN AUDIT KINERJA

PENGUJIAN TERHADAP DATA AUDIT

Nama Auditan : No. Kertas KerjaAudit :Ref. PKA No. :Disusun Oleh :Sasaran Audit : Audit Kinerja atas Tgl dan Paraf :Tahun Penugasan : Tahun Direviu Oleh :Tgl dan Paraf
KERTAS KERJA PENGUJIAN DATA AUDIT

Tujuan kegiatan pengujian data adalah menentukan bukti-bukti pemeriksaan
yang penting dan perlu sebagai bahan penyusunan suatu temuan
pemeriksaan, kesimpulan pemeriksaan, dan usul rekomendasi.
1. Daftar sumber data yang diperoleh

……………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………..………………………………………

2. Teknik analisis yang digunakan
……………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………..………………………………………

3. Ringkasan hasil analisis
……………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………..………………………………………

4. Konsep rekomendasi
……………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………..………………………………………

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

TELAH DITELITI OLEH PARAF
SEKDA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM
JFT

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Dipayuda Nomor 10 Telp. (0286) 591459, 591084Fax. 591084
BANJARNEGARA 53415


